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ABSTRAK

Fitri Sartika . Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Padang

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE,MM,Ak.CA

Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan
transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah. Anggaran belanja
khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan
anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sistem akuntansi belanja
modal telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik. Teknik analisis data
yang digunakan adalah deskriftif kualitatif yang dilaksanakan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di jalan M.Yamin No.70,
Kota Padang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer
dan data skunder. Metode penelitian pada tugas akhir ini adalah penelitian studi
lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke
instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan
mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan
jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya. sistem akuntansi belanja modal
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah
dilaksanakan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Belanja Modal
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia didefenisikan
sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang
megurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja
daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian
atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
terdapat pengelompokkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi belanja bunga, belanja subsidi,

belanja  hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada



propinsi/kabupaten dan pemerintah desa,belanja bantuan keuangan kepada
propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja
langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh
pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD
merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran
daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan
pengeluaran. Salah satu pos anggaran di dalam APBD adalah belanja modal.
Menurut Halim (Abdullah et al. 2006), Belanja modal adalah belanja yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau
kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang
dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Aset tetap mempunyai ciri-
ciri berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 tahun, dan nilainya relative material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah
tidak berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat
lebih dari satu tahun, dan nilainya relative material. Dengan berkembang pesatnya
pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam

membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.



Menurut konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal
sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka Panjang, terutama biaya
untuk pemeliharaan asset tetap yang di hasilkan dari belanja modal tersebut.
Kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan
kemampuan keungan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan
asset tersebut dalam jangka Panjang.

Menurut Gozali (2008) suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal
apabila :

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainya yang dengan demikian menambah aset pemda

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang telah diterapkan oleh pemda

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. SAP harus
digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan kini standar akuntansi pemerintahan (SAP)
memasuki babak baru dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Kini
SAP didasarkan pada basis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)
tentang standar akuntansi pemerintahan. Adanya penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis



akrual telah memiliki landasan hukum. Hai ini berarti pemerintah mempunyai
kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang
baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi
pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP) yang independent dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP)
setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK).

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah yang semula berbasis Kas ke
berbasis Akrual juga menuntut Pemerintah Kota Padang untuk dapat menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban menuju good governance, dengan demikian terwujud
pemerintahan yang baik, bersih berwibawah, dan bertanggungjawab serta bebas
dari pengaruh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah Kota Padang dapat dikatakan sebagai pusat biaya
karena ruang lingkup kegiatannya mencakup bidang pengelolaan keuangan dan
aset. Pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah Kota Padang agar anggaran yang ditetapkan dapat
membiayai semua kebutuhan program yang dijanlankan serta realisasinya dapat

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang merupakan

perangkat daerah yang  berkewajiban membantu  Walikota  dalam



menyelenggarakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta
menyusun rencana strategis untuk menentukan arah pengembangan dalam
meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah
daerah (peraturan walikota padang nomor 35 tahun 2015 tentang penjabaran tugas
pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Rencana strategis ini
disusun dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) Kota Padang 2014-2019 dengan tetap memperhatikan

potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia.

Belanja modal termasuk salah satu ruang lingkup kegiatan BPKAD kota
Padang yang mencakup bidang pengelolaan keuangan dan asset. Belanja ini
termasuk belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung dimana
penganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan
pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah
aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja
modal pada pemerintah daerah tersebut. BPKAD kota padang juga harus
memperhatikan belanja modal dari faktor pertumbuhannya. Alasan mengapa
belanja modal itu ada, atau mengapa suatu anggaran belanja modal itu
dianggarkan yang bahkan penganggaran memiliki kecenderungan meningkat pada
setiap tahun anggaran berikutnya, padahal aset hasil realisasi belanja modal
memiliki sifat jangka panjang — lebih dari dua belas bulan, serta Sistem Akuntansi
Belanja yang akan diterapkan oleh BPKAD selaku SPKD yang membantu

Pemerintah kota Padang dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan harapan



agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan agar terjadinya pemerataan ekonomi
yang ditunjukkan melalui nilai pertumbuhan ekonomi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dari
tahun 2015 telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah
mengalami transisi dari sistem akuntansi berbasis kas ke berbasis akrual mulai
dari prosedur penerimaan, pencatatan, pengeluaran dan pelaporan setiap transaksi

laporan keuangan.

Pada tahun 2020, Kementrian Keuangan melaporkan realisasi belanja modal
sepanjang periode 2014-2019 rata-rata tumbuh 4,1% pertahun disbanding dengan
jenis belanja Kementrian dan Lembaga lainnya pertumbuhan belanja modal
merupakan yang terendah. Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan
menjelaskan ada berapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja modal
cenderung lebih lambat, pertama belanja modal umumnya dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur infrastruktur besar. Selain itu belanja modal seperti ini
memiliki sifat multiyear, membutuhkan beberapa tahun pembangunan. Selain itu
juga bahwa alokasi belanja modal tidak hanya berasal dari APBN dan APBD
semata, tetapi juga dari melalui transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi
Khusus (DAK), fisik dan dana desa hingga Lembaga seperti Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN) dan Permodalan Nasional Madani yang berkaitan erat

dengan pendanaan pembangunan infrastruktur.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut
mengenai sistem akuntansi berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Padang khususnya pada sistem akuntansi belanja modal
selama 3 (tiga) tahun menerapakan sistem akuntansi berbasis akrual. apakah
sistem akuntansi belanja modal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Maka
penulis tertarik untuk mengangkat tugas akhir yang berjudul “SISTEM
AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pencatatan, dan pelaporan belanja modal pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang?

2. Apa saja dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan
sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Padang?

3. Apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah memenuhi suatu syarat
sistem akuntansi yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:



1. Mengetahui prosedur pencatatan, dan pelaporan belanja modal pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

2. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan pelaksanaan
pelaporan sistem akuntansi akuntansi belanja modal pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

3. Mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan
Pengengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sudah memenubhi
syarat suatu sistem akuntansi yang baik.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis
mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku
perkuliahan dan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan
pada program Studi Akuntansi DIIl Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Padang.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi, dapat dijadikan masukan dalam usaha
perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

3. Bagi pihak lain, sebagai bahan masukan bagi penelitian lain untuk

mengadakan  penelitian pada penulisan yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut

1. Untuk pencatatan belanja modal pada BPKAD Kota Padang sudah
menggunakan sistem Akurual disetiap transaksinya. Pencatatan
belanja modal dilakukan secara Corrollary, yaitu dicatat dengan 2
(dua) jurnal. Sedangkan untuk pelaporan belanja modal dilaporkan
oleh bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dan akan dilaporkan dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPT)
setiap bulan.

2. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait dengan perencanaan
belanja modal pada BPKAD Kota Padang adalah RKA(Rencana Kerja
Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sedangkan
dokumen untuk pelaksanaan belanja modal adalah kwitansi pembelian,
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nota pesanan,faktur, surat
perintah membayar (SPM), surat penyediaan dana (SPD) dan berita
acara serah terima barang.

3. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang telah

memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan
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dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah

daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Saran
1. Untuk BPKAD Kota Padang diharapkan Tetap mempertahankan
Sistem Prosedur Belanja Modal dalam memepersiapkan penyediaan
barang ditahun yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang

lebih luas mencangkup sistem akuntansi belanja modal.
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